PENATAAN KEPARTAIAN
DALAM SISTEM
POLITIK DEMOKRATIS

Prayudi”

Di tengah meluasnya iklim kebebasan dan tuntutan
partisipasi politik rakyat, sikap kritis terhadap keberadaan
partai politik terlihat justru semakin menunjukkan gejala
yang kurang menguntungkan. Dua kali penyelenggaraan
Pemilu setelah memasuki era yang disebut sebagai reformast,
yaitu Pemilu 1999 dan Pemilu 2004!, menunjukkan adanya
sebuah fenomena tentang semakin meningkatnya suara
protes dari rakyat atau seringkali disebut sebagai golput
(golongan putih). Meskipun terdapat masalah administrasi
pemilu dan kemungkinan sebab teknis lain berupa kendala
di dalam diri pemilih itu sendiri dalam menggunakan haknya,
fenomena politik golput yang menguat jelas merupakan
isyarat yang harus atau sangat penting diperhatikan
perkembangannya. Perhatian tersebut adalah terkait dengan
faktor-faktor ketidakpuasan yang berada di belakangnya,
terutama dalam konteks opini menyangkut performance
partai politik dalam mengemban nilai-nilai demokrasi atau
kedaulatan rakyat.

Ketidakpuasan atas peranan
partai dalam sistem politik, men-
dorong pemikiran mengenai per-
lunya penataan kepartaian agar
dapat berperan konstruktif bagi

kehidupan demokrasi. Setelah
diberlakukannya Undang-Un-
dang (UU) No. 2 Tahun 2008 se-
bagai pengganti UU No. 31
Tahun 2002 tentang Partai Poli-

9 Peneliti Bidang Politik Pemerintahan Indonesia, Pusat Pengkajian, Pengolahan
Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI

! Pada Pemilu 2004, Jumlah pendukung golput 34.509.246, terdiri dari pemilih
terdaftar yang tidak datang ke TPS23.551.321, ditambah suara tidak sah 10.957.925.
Persentasenya 23,34 persen terhadap total pemilih terdaftar. Sedangkan suara
golput yang dicapai pada Pemilu 1999, angka golput mencapai 10,40% persen. [tu
Kalau kita memasukkan jumlah suara yang tidak sah karena berbagai alasan
sebagai suara golput. Lihat “Fenomena Golput dalam Pemilu 2004” Suara Merde-
ka 27 Mei 2004 dan “Golput Pemenang Pemilu 2004”, Kompas, 15 Mei 2004.
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tik, maka momentum untuk
melakukan proses penataan itu
kiranya tidak boleh dilepaskan
begitu saja. Apalagi, UU No. 2
Tahun 2008 itu sendiri sebenar-
nya memberikan ruang dan
dukungan yang cukup maksimal
bagi perkembangan partai poli-
tik dalam menampung dan me-
nyalurkan aspirasi rakyat mela-
lui kelembagaan politik yang di-
wadahinya.?

Di tengah semaraknya penye-
lenggaraan Pilkada, dan dimu-
lainya tahapan menuju pemilu
2009 mendatang, keberadaan
partai politik selalu menjadi sa-
ngat crusial terkait dengan pro-
ses konsolidasi demokrasi yang
sedang giat dilakukan oleh ber-
bagai kalangan. Proses konsoli-
dasi menuju demokrasi yang se-
makin matang adalah sebuah
tantangan besar bagi kita semua
agar masa transisi politik yang
penuh ketidakpastian dan sa-
ngatrawan bagi munculnya un-
sur-unsur destruktif bagi kelem-
bagaan politik yang dihasilkan
atau bahkan melahirkan anarki,
dapat diatasi dan dilampaui
tahapannya.

Berdasarkan itu semua, bebe-
rapa masalah yang harus di-
jawab adalah, langkah-langkah
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apa saja yang harus diambil
dalam konteks penataan sistem
kepartaian dalam sistem politik
demokrasi? Bagaimana kasus
yang dihadapi di Indonesia, ter-
kait kondisi kepartaian yang ada
dan dampaknya bagi bangunan
pemerintahan dan sistem politik
di era reformasi saatini? Makna
apa yang dapat diambil dari
proses penataan sistem kepar-
taian itu bagi kehidupan bangsa
secara keseluruhan?

Langkah-Langkah ke Arah
Sistem Kepartaian yang
Efektif

Sejak pembahasan RUU Par-
tai Politik, sebelum disetujui dan
disahkan menjadi UU No. 2
Tahun 2008, terjadi pertarungan
antara kelompok status quo un-
tuk mempertahankan format
kekuasaan partai-partai yang
memiliki kursi di parlemen yang
tergolong besar di satu pihak dan
pemahaman kelompok partai-
partai kecil yang berusaha
sekuat tenaga dan menempuh
segala cara agar tetap eksis di
lain pihak. Kelompok status quo
berdasarkan kepemilikan kursi
yang besar di parlemen, teruta-
ma diwakili oleh blok Golkar dan
PDI Perjuangan. Sedangkan, ke-

* Di samping masalah pembentukan partai politik yang semakin longgar, per-
hatian bagi keterwakilan perempuan, penegasan ketentuan mengenai fungsi
pendidikan partai politik, serta mekanisme proses penyelesian perselisihan par-
tai politik, Undang-Undang No, 2 Tahun 2008 juga dapat mendorong bagi proses
pelembagaan kepartaian yang lebih sehat daripada saat sebelumya, seperti hal-
nya terkait dengan fungsi rekrutmen para kader yang dilakukannya.



Prayudi, Penataan Kepartaian dalam Sistem Politik Demokratis 37

lompok yang berada di luar ba-
sis kepemilikan kursi parlemen,
diwakili oleh Partai Bintang Re-
formasi (PBR) dan partai-partai
yang tergabung di DPR dalam
wadah Fraksi Partai Bintang
Pelopor Demokrasi (F-BPD). Se-
mentara bagi partai-partai ter-
golong pemilik kursi di parlemen
yang jumlahnya berada di posisi
menengah, seperti halnya Partai
Amanat Nasional (PAN), Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), dan
Partai Persatuan Pembangunan
(PPP), dan Partai Demokrat
terkesan masih mencoba men-
cari-cari posisi yang mengun-
tungkan dirinya.

Iklim kebebasan yang diha-
dirkan di Indonesia setelah ta-
hun 1998 ditandai oleh menja-
murnya berbagai kekuatan par-
tai politik dalam jumlah sangat
banyak. Pemilu 1999 tercatat di-
ikuti oleh 48 partai politik dan
Pemilu 2004 tercatat diikuti oleh
24 partai politik. Meskipun pe-
nerapan sistem'pemilu tertentu
dapat memberikan pengaruh
besar bagi perkembangan partai
politik yang saling berkompetisi,
tetapi tampaknya upaya untuk
menekan jumlah partai itu sendi-
ri sudah diharapkan dapat ber-
jalan dalam konteks di luar do-
main pemilu. Dengan adanya
landasan pemikiran demikian,
maka persepsi kepentingan sa-
ngat kuat dalam membangun
fondasi kehidupan kepartaian

yang diinginkan.

Permasalahan menyangkut
jumlah partai politik yang dapat
hidup di bumi Indonesia menja-
di kata kunci yang sangat sarat
dengan makna politis dan selalu
dimainkan dalam kerangka
membuka tujuan yang lebih luas
daripada sekedar dinamika di
tingkat kepartaian itu sendiri.
Kerangka yang menopang lan-
dasan pemikiran itu biasanya ter-
kait dengan upaya memenang-
kan pemilu legislatif di pusat dan
daerah, pemilihan kepala dae-
rah (Pilkada) itu sendiri, dan
puncaknya saat memasang “ku-
da-kuda” untuk memenangkan
pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden pada tahun 2009 men-
datang.

Biasnya pemahaman atas
pembenahan kepartaian di atas
jelas jauh dari harapan untuk
membentuk demokrasi perkem-
bangan partai-partai politik yang
dilakukan secara sistemik. Pada-
hal, langkah-langkah yang se-
arah dengan pembentukan se-
cara sistemik tersebut merupa-
kan poin awal untuk membenahi
lebih lanjut kehidupan politik
dalam skala yang lebih luas, baik
secara struktural organisasi mau-
pun tataran budaya politik yang
ingin dibangun. Munculnya
gagasan perseorangan dalam
upaya revisi UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah pasca hasil keputusan
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Mahkamah Konstitusi (MK)
yang kemudian menjelma se-
bagai UU No. 12 Tahun 2008
sekalipun, tampaknya tidak
mampu mengesampingkan pe-
ranan partai politik sebagai pilar
penting demokrasi di setiap
negara. Apalagi, sejarah politik
di Indonesia yang pernah diwar-
nai dengan tindakan represif
negara terhadap partai politik di
masa Orde Baru, semakin mem-
perkuat arti penting posisi par-
tai dalam demokrasi yang mem-
buka ruang bagi pembenahan
kenegaraan dalam arti lebih luas.

Kekecewaan masyarakat ter-
hadap kinerja DPR, DPRD, dan
Pilkada atas kualitas dan kredi-
bilitas para wakil dan pasangan
calon yang diusung oleh partai
politik dan bahkan tokoh yang
muncul di tingkat kepemimpin-
an nasional, tidak menghapus
secara keseluruhan atas harapan
membangun sistem kepartaian
yang kondusif dengan demokra-
si. Ruang yang tersisa atas opti-
misme dalam membangun sistem
kepartaian termaksud adalah se-
buah kondisi yang sangat ditun-
tut untuk dimanfaatkan secara
maksimal, termasuk bagi setiap
lapisan civil society, agar mampu
melepaskan diri dari cengkeram-
an petualangan yang justru da-
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pat membawa kekecewaan pub-
lik di masa mendatang.
Beberapa waktu lalu, setelah
melakukan tahap verifikasi fak-
tual, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) akhirnya menetapkan 34
partai politik (parpol) sebagai
peserta Pemilu legisilatif 2009
dan enam partai lokal Aceh.
Khusus yang terakhir, bahwa
terdapat enam partai lokal Aceh
dinyatakan berhak mengikuti
pemilu anggota DPR Aceh dan
DPRK berdasarkan hasil verifika-
si faktual yang dilakukan Komi-
si Independen Pemilihan (KIP)
Aceh.? Catatan ini belum terma-
suk kejadian menangnya gugat-
an perkara 4 partai sebagai pe-
serta pemilu, yaitu Partai Merde-
ka, Partai Buruh, Partai Persatu-
an Nahdlatul Ummah Indonesia
(PPNUI), Partai Syarikat Indone-
sia (PSI) terhadap keputusan
KPU tersebut di pengadilan tata
usaha negara (PTUN). Artinya,
pada Pemilu 2009 mendatang,
akan diikuti oleh partai politik
yang lebih banyak jumlahnya
dibandingkan saat Pemilu 2004
(ketika itu dengan peserta 24 par-
tai politik) dan lebih sedikit di-
bandingkan dengan Pemilu 1999
yang diikuti 48 partai politik.
Mengingat banyaknya partai
peserta pemilu dan potensi kon-

3 Keputusanitu diambil berdasarkan Berita Acara No 43/15-BA/ VII/ 2008 tentang
Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol di tingkat pusat, provinsi, dan kab/
kota, pasal 8 ayat (1) hurufi UU No. 22/2007 junto pasal 8 huruf d dan f, pasal 16
dan 17 UU 10/2008, serta pasal 27, 28, 64, 48, 49, 50, 56 peraturan KPU No. 12/2008.
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figurasi politik di parlemen yang
tetap tinggi kompleksitasnya dan
menjangkau sampai pada pe-
ngaruh tertentu bagi proses poli-
tik pembentukan kabinet, maka
penataan partai politik adalah
mutlak dilakukan. Penataan ke-
partaian dalam rangka proses
politik kelembagaan di tingkat
sistem politik dapat berjalan se-
cara efektif dan sekaligus dina-
mis.
Salah satu kata kunci dalam
rangka penataan kehidupan par-
tai politik adalah mengenai lang-
kah-langkah yang harus ditem-
puh ke arah terciptanya sistem
kepartaian yang efektif. Sudah
terbukti bahwa sistem kepartai-
an yang terlampau longgar jum-
lah dan ragam nilai-nilai karak-
teristik politik yang terdapat di
dalamnya ternyata tidak efektif
dalam menopang sistem politik
secara demokratis. Partai politik
menjadi sangat kuat yang dikua-
sai oleh lingkaran oligarki elitnya,
yang mudah terputus jarak ko-
munikasi dan beban pertang-
gungjawaban publiknya untuk
memperjuangkan aspirasi rak-
yat. Kalaupun terjadi gerak ke
arah perjuangan politik yang
bersifat populis, maka kecen-
derungan ini menjadi sangat ter-
jebak pada politik simbolisme
dan kurang berada dalam ta-
taran politiknya yang bersifat
substansi. Satu hal yang pasti
adalah kebebasan berorganisasi

dan berekspresi dalam pendirian
partai politik bukan sesuatu yang
harus dibenturkan dengan ke-
perluan atas langkah-langkah
yang harus ditempuh dalam
rangka terciptanya sistem kepar-
taian yang efektif.

Terdapat dua langkah besar
yang harus ditempuh ke arah
sistem kepartaian yang efektif.
Pertama adalah restrukturisasi
sistem kepartaian dalam meno-
pang sistem pemerintahan yang
bersifat efektif, yaitu dalam kon-
teks hubungan eksekutif dan le--
gislastif yang bersifat check and
balances. Hal ini tidak saja terkait
dengan sistem kepartaian yang
dibangun dengan ketentuan le-
gal fomal, baik di tingkat Un-
dang-Undang Partai Politik, Un-
dang-Undang Pemilu legislatif
dan Pemilu Presiden. Tetapijuga
berkaitan dengan kemampuan
pembentukan kultur politik sum-
ber daya manusia partai yang
kondusif bagi proses demokrati-
sasi. Kedua adalah mengenai
pembenahan atas kegagalan par-
tai dalam mengemban fungsi-
fungsi esensialnya dalam meno-
pang demokratisasi sistem poli-
tik.

Restrukturisasi Sistem
Kepartaian

Restrukturisasi sistem kepar-
taian merupakan langkah yang
sangat mendasar, tidak saja ter-
kait dengan penyederhanaan
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jumlah partai politik, tetapijuga
berkenaan dengan penguatan
platform politik kepartaian itu
sendiri sebagai landasan bagi ter-
jadinya kompetisi secara sehat. *
Meskipun belum mencapai titik
maksimal untuk bergerak ke arah
restrukturisasi sistem kepartaian
secara mendasar, Undang-Un-
dang No. 10 Tahun 2008 sudah
menggariskan dalam salah satu
ketentuannya mengenai ambang
batas minimal perolehan suara
(electoral threshold) partai politik
dalam menempatkan kader yang
diwakilinya untuk ditempatkan
di DPR, yaitu sebanyak 2,5 per-
sen.® Hal ini tentu dapat menja-
di sebuah fundamental bagi
sistem pemilu dalam menyeder-
hanakan sistem kepartaian, se-
suai dengan teori Maurice Du-
verger®, karena sampai batas ter-
tentu dilakukan semacam “sar-
ingan” bagi partai politik untuk
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dapat berkembang atau sekedar
bertahan hidup melalui me-
kanisme kelembagaan politik
demokrasi.

Restrukturisasi sistem kepar-
taian dalam konteks platform
politik yang dihasilkan adalah
sisi lain dari proses penyederha-
naan kehidupan partai politik.
Hal ini sangat bermanfaat agar
dapat secara efektif berkembang
pada kondisi partai politik yang
saling bersaing dalam menawar-
kan program-program kerja
yang ditawarkan oleh dirinya
kepada pemilih. Program-pro-
gram tersebut mengacu pada
karakteristik ideologi yang di-
anut oleh masing-masing partai
politik. Sehingga spektrum
ideologi partai politik dapat
berkembang secara sehat dan
tidak berkumpul dalam ruang

‘yang terlampau sempit dan se-

makin mendorong para pemilih

* Giovani Sartori (1976: 44) menyebutkan bahwa: “ Parties make for a system only when

they are parts (in the plural); and a party system is precisely the system interactions
resulting from inter party competition. That is, the system in question bears on the
relatedness of parties to each other, on how each party is a function (in a mathematical
sense) of the other parties and reacts, competitively or otherwise, to the other parties.” dalam
Richard S Katz, dan William Croty, editor, Hand Book of Politics, Sage Publication,
London, 2006.

Pasal 202 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD menyebutkan bahwa: “(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus me-
menuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma
lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi DPR; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.”

Sering disebut sebagai Duverger laws (Duverger (1954: 203), bahwa penerapan
sistem pemilu perwakilan berimbang akan cenderung menghasilkan sistem
kepartaian yang majemuk, sedangkan penerapan sistem pemilu distrik akan
menghasilkan sistem kepartaian yang lebih sederhana (dual party system) di muat
dalam Richard Katz, et.al. Op,cit.
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untuk menentukan sikapnya se-
cara rasional terhadap masing-
masing tawaran partai politik
dalam pemilu. Rasionalitas ber-
pikir para pemilih tersebut tentu
menjadi variabel penting untuk
mengarahkan partai politik agar
mampu mengembangkan secara
kreatif platform yang dimilikinya
ke dalam tataran agenda kerja
yang lebih kongkrit melalui prog-
ram-program yang ditawarkan.

Penataan sistem kepartaian
dalam konteks restrukturisasi po-
litik kelembagaan tersebut tam-
paknya masih menjadi “peker-
jaan rumah” bagi kita semua.
Orientasi kekuasaan secara sem-
pit dan sikap politik oportunis-
tik masih sangat mudah meng-
hinggapi perspektif oligarki elit
partai politik. Sehingga dinami-
ka kepartaian tidak berjalan pa-
ralel dengan kebutuhan funda-
mental sistem kepartaian yang
dapatberperan efektif untuk pro-
ses konsolidasi kelembagaan
demokrasi pada umumnya dan
berjalannya pemerintahan se-
cara efektif dalam arti luas pada
khususnya. Ruang politik sistem
kepartaian demikian hanya
memberikan peluang bagi per-
tumbuhan ideologi dan segala
spektrum turunannya secara
berlebihan.

Sebaliknya, kapasitas partai

politik dalam mengembangkan
dirinya agar mempunyai kejelas-
an atas platform yang harus diter-
jemahkan melalui program ker-
ja secara kongkrit dan bahkan
sebagai komitmen bagi action
plan dilapangan justru menjadi
sangat lemah. Tanpa kejelasan
platform, pertumbuhan jumlah
partai hanya memancing pe-
nilaian bahwa partai kurang
memberikan manfaat banyak
bagi masyarakat dan justru se-
makin membuat bingung ma-
syarakat. Pertumbuhan jumlah
hanya menciptakan kesan, ide-
ologi dan platform yang dibawa
oleh partai cenderung serupa,
sehingga tidak dapat diharapkan
mampu memberikan pilihan al-
ternatf bagi rakyat.” Bahkan, per-
tumbuhan marak jumlah partai
juga dinilai sekedar “daur ulang”
dari tokoh-tokoh lama atau
mereka yang menyempal dan
keluar dari partai di mana diri-
nya sebelumnya pernah ber-
gabung, maupun akibat limpah-
an konflik internal.

Sebagai akibat kelemahan
kelemahan di atas, jarak antara
aspirasi pemilih dengan partai
politik justru kurang berjalan
dalam tataran interaksi politik
yang konstruktif atau bahkan bu-
kan tidak mungkin nihil sama
sekali secara substansi. Kalaupun

7 Antara lain pernah disampaikan kritik atas soal ini sebagaimana ditulis harian
Kompas 9 Juli 2008 dengan judul “Banyaknya Parpol Tidak Beri Alternatif”.
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interaksi antar keduanya ber-
langsung, maka hal itu lebih me-
nampilkan sifatnya yang simbolik
semata atau sekedar menarik
simpati sesaat untuk menarik
dukungan suara pemilu melalui
tawaran atau pemberian mate-
rial secara sepihak. Jika kecende-
rungan demikian dibiarkan ber-
larut-larut, maka sangat mudah
berkembang secara luas peng-
gunaan politik uang (money poli-
tics) yang sukar untuk dikenda-
likan.

Pembenahan Menyangkut
Fungsi-Fungsi Kepartaian
Langkah penataan kepar-
taian berikut adalah menyangkut
pembenahaan internal organisa-
si partai politik itu sendiri ber-
kaitan dengan fungsi-fungsi
kelembagaan yang dimilikinya.
Fungsi-fungsi itu merupakan
fundamental yang sangat men-
dasar bagi dirinya sebagai instru-
men politik demokrasi di setiap
negara.? Seperti diketahui, bah-
wa fungsi-fungsi itu adalah me-
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ngenai pendidikan politik, re-
krutmen para kader, sarana ko-
munikasi politik, dan bahkan ber-
kaitan dengan fungsi bagi proses
penyelesaian konflik di masya-
rakat dan upaya bagi penguatan
integrasi bangsa.’

Kegagalan atas peranan par-
tai dalam mengemban fungsi-
fungsi kelembagaan di atas jelas
dapat berakibat fatal bagi iklim
demokrasi yang sedang dikem-
bangkan di negara bersangkut-
an. Masalah internal organisasi
tampaknya masih menjadi ken-
dala bagi kepartaian di Indone-
sia pada umumnya agar dapat
menggerakkan setiap potensi
sumber daya yang dimilikinya
dalam rangka menjalankan
fungsi-fungsi kelembagaan par-
tai politik. Reformasi pasca tahun
1998 tampaknya di satu pihak
masih terjebak pada suasana glo-
rifikasi atas proses liberalisasi
politik yang diperoleh, namun di
pihak lain masih cenderung
lemah untuk memperoleh pijak-
an institutional dalam rangka

8 Majorie Randon Hershey pernah menyebutkan bahwa: “Every functioning democ-
racy has political parties.”Lihat tulisannya berjudul “Political Parties As Mechanisms of

Social Choice”.

° Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Polittk menye-
butkan: “Partai politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi ang-
gota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan
hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berne-
gara; b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan pen-
yalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebija-
kan negara; d. partisipasi politik warga negara Indonesia dan e. rekrutmen poli-
tik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi den-
gan memperhatikan kesetaraan dan keadilangender.”
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bergerak pada tataran politik
yang lebih substansi. Akibatnya,
kelemahan ini mendorong terja-
dinya praktek-praktek atau
penggunaan cara yang kurang
terpuji bagi partai politik dalam
mencapai kekuasan dan tidak
jarang mengabaikan etika dan
bahkan berbenturan dengan
aturan hukum. Disamping itu,
kelemahan institusional kepar-
taian ini menyebabkan terjadi-
nya kemacetan dalam proses re-
generasi atau penyegaran di ka-
langan anggota dan pengurus-
nya. ‘
Dalam rangka penataan ke-
partaian bagi penguatan peran-
annya sebagai instrumen politik
demokrasi, maka orientasi fung-
- si-fungsi esensial yang diemban-
nya harus dibarengi dengan
dukungan sumber daya internal
organisasi setiap partai secara
profesional. Mengurus partai
merupakan pekerjaan yang tidak
ringan, karena membutuhkan
keseriusan dan bahkan tidak da-
pat dilakukan secara parsial.
Pengurus partai dituntut untuk
mengelola organisasi partainya
hingga pada tataran operasicnal
secara mendetail, misalnya sam-
pai kepada pengadaan perang-
katadministrasi keanggotaannya
secara detail agar terdata dan di-

simpan secara rapi, contohnya
menyangkut keanggotaan yang
Kegiatan yang dilakukan par-
tai justru bukan sekedar hura-
hura mobilisasi massa di la-
pangan yang sangat mudah me-
mancing lahirnya potensi ke-
kerasan dengan kelompok
masyarakat lain. Bahkan, untuk
penanganan masalah organisasi
kepartaian ini, partai politik
harus didukung oleh staf yang
profesional bagi kegiatannya se-
hari-hari.'® Mengingat beratnya -
tanggungjawab menjalankan
fungsi-fungsi kepartaian yang
sangat esensial bagi kehidupan
politik, maka sebaiknya persoalan
rangkap jabatan di tingkat pe-
merintahan dan kepengurusan
di tingkat partai politik harus
mampu ditegaskan perbedaan-
nya. Bahkan agar tidak mencip-
takan terjadinya kemungkinan
proses penyalahgunaan kekua-
saan (abuse of power), maka
larangan rangkap jabatan itu se-
baiknya harus ditegaskan.
Sedangkan dalam arti luas,
partai politik mengemban fung-
si-fungsi instrumen demokrasi-
nya, yang tidak saja dituntut un-
tuk menghasilkan para kader
yang berkualitas secara artikula-
tif dalam komitmen memper-

10 Paul Webb dan Robin Kolodny pernah menulis masalah ini, sebagaimana dalam
artikelnya berjudul “ Professional Staff In Political Parties” dalam Richard Katz, etal,

Op.cit
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juangkan aspirasi rakyat yang
diwakilinya. Tetapi para kader
yang ditampilkan oleh partai
juga dituntut untuk matang se-
cara politik dalam menentukan
alternatif dan jalan yang dipilih-
nya dalam rangka memper-
juangkan aspirasi politik para
pendukung partai itu sendiri. Hal
ini berarti perbedaan pendapat
yang berkembang dalam tataran
lapangan merupakan sesuatu
tantangan tersendiri agar hal itu
dapat diwujudkan sebagai suatu
sikap resmi partai secara kelem-
bagaan. Sehingga bangunan so-
lid partai pada gilirannya akan
mampu mempengaruhi secara
signifikan terhadap proses peng-
ambilan kebijakan publik di
tingkat sistem politik dan ke-
hidupan bangsa pada umum-
nya.

Bab XIII, khususnya di Pasal
31 Undang-Undang No.2 Tahun
2008, sangat menggariskan prin-
sip dan tanggungjawab politik
bangsa itu. Ayat (1) berbunyi:
“(1) Partai politik melakukan
pendidikan politik bagi masya-
rakat sesuai dengan ruang ling-
kup tanggungjawabnya dengan
memperhatikan keadilan dan
kesetaraan gender dengan tu-
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juan antara lain: (a) meningkat-
kan kesadaran hak dan kewa-
jiban masyarakat dalam kehi-
dupan bermasyarakat, berbang-
sa, dan bernegara; (b) me-
ningkatkan partisipasi politik
dan inisiatif masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara; dan (c)
meningkatkan kemandirian,
kedewasaan, dan membangun
karakter bangsa dalam rangka
memelihara persatuan dan ke-
satuan bangsa.

Selanjutnya pada ayat (2) di
Pasal tersebut, disebutkan: “Pen-
didikan politik sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaksa-
nakan untuk membangun etika
dan budaya politik sesuai Pan-
casila.”

Optimisme yang dibangun
adalah sebuah kerangka pemi-
kiran yang dapat menjadi anti-
tesa ketika semakin banyak ka-
langan pengusaha ikut terjun ke
politik yang sempat mempetsleh
kritik tajam." Tetapi di lain pi-
hak, sebenarnya sekali lagi bah-
wa kritik adalah sesuatu yang
wajar dalam demokrasi, dan
bahkan harus dipandang se-
bagai masukan untuk upaya per-
baikan lebih lanjut dan sekaligus

' Salah satu kritik itu, antara lain pernah terjadi ketika tanggal 16 November 2007
yang lalu, saat Akbar Tandjung meluncurkan buku The Golkar Way. Buku itu ber-
asal dari disertasi doktoralnya yang berjudul “Partai Golkar dalam Pergolakan
Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons”. Sebagaimana kita ketahui, di-
sertasi itu sempat menjadi kontroversi dan mengundang polemik yang berkepan-
jangan dan disampaikan dalam ujian doktoral yang berlangsung di Universitas

Gadjah Mada (UGM), September 2007.
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menjadi sarana koreksi bagi diri
sendiri (self correction).

Kasus: Pasca Pemilu 2004 di
Indonesia

Konfigurasi politik yang terja-
di di DPR tentu pada awalnya
tidak akan terlepas dari hasil
Pemilu tahun 2004 yang telah
dilaksanakan beberapa waktu
lalu.

Peta konfigurasi kekuatan-
kekuatan politik partai melalui
fraksinya di DPR merupakan
suatu dinamika politik yang da-
pat berubah setiap saat. Hal ini
sudah diawali pada saat proses

pengisian keanggotaan dan
pimpinan di masing-masing alat
kelengkapan, seperti halnya ko-
misi dan badan-badan yang ada.
Bahkan, pada saat proses pemi-
lihan Pimpinan DPR sendiri
berkembang koalisi antar partai
politik yang saat itu disebut de-
ngan istilah koalisi kebangsaan
dan koalisi kerakyatan.
Pemerintahan Presiden Susi-
lo Bambang Yudhoyono dan
Wakil Presiden Jusuf Kala sebe-
narnya didukung oleh koalisi be-
sar (grand coalition) antar partai-
partai politik yang ada di dalam-
nya. Beberapa partai atau ga-

Peta Kekuatan Fraksi dari

Hasil Pemilu tahun 2004
Fraksi J umlah
Kursi
1. Fraksi Partai Golkar 129
(Golkar: 127
PKPB: 2
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 109
Perjuangan
3. Fraksi Partai Demokrat (Demokrat: 56) 60
(PKPI: 1) (Partai Pelopor 3)
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 58
5. Fraksi Partai Amanat Nasional (53) 53
6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 52
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 45
8. Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (PBB+ 17
PPDK+PPDI+PNI Marhaenisme=20)
9. Fraksi Bintang Reformasi (14) 14
10. Fraksi Partai Damai Sejahtera (13) 13

Sumber: diolah dari berbagai sumber
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bungan partai melalui fraksi yang
ada di dalamnya berada dalam
barisan koalisi politik pendukung
pemerintah. Secara umum, ha-
- nya Fraksi PDI Perjuangan yang
secara tegas menyebut dirinya
sebagai kekuatan politik oposisi
di parlemen. Artinya, partai-par-
tai lain seperti halnya Fraksi Par-
tai Golkar, Fraksi Partai Demo-
krat, Fraksi PPP, Fraksi PAN,
Fraksi Kebangkitan Bangsa,
Fraksi PKS, Fraksi BPD, dan bah-
kan Fraksi Bintang Reformasi dan
Fraksi Partai Damai Sejahtera
berada dalam barisan koalisi pen-
dukung pemerintah sebagai
suatu koalisi besar (grand coali-
tion).

Sistem Presidensial yang di-
praktekkan di Indonesia, khusus-
nya ketika masa Orde Baru ber-
kuasa (1966-1998) dianggap
mendorong terjadinya interpre-
tasi terhadap UUD 1945 secara
sepihak. Penilaian saatitu terlam-
pau didominasi oleh executive
heavy. Sesudah amandemen
UUD 1945, kekuasaan lembaga
kepresidenan mengalami per-
ubahan signifikan dan tidak lagi
menjadi terlampau dominan.
Posisi lembaga kepresidenan
menurut UUD 1945 hasil aman-
demen menunjukkan bahwa
kekuasaan Presiden tetap besar,
karena meskipun tidak secara
eksplisit disebutkan bahwa sis-
tem pemerintahan yang dianut
adalah sistem Presidensiil, tetapi
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dengan ketentuan yang tertuang
dalam Pasal 4 UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa Presiden
Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menu-
rut UUD, maka sistem yang di-
anut adalah sistem presidensiil.
Hal itu kemudian ditegaskan
dalam Pasal 6 A Ayat (1) yang
menyatakan bahwa Presiden
dan Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung
olehrakyat.

Persoalannya adalah sistem
politik di Indonesia yang berkem- -
bang pasca perubahan aman-
demen UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan aman-
demen paket Undang-Undang
Bidang Politik ternyata dalam
praktek belum dapat berjalan
sebagaimana diharapkan. Se-
hingga terkesan muncul distorsi
terhadap sistem politik yang ber-
jalan, terutama terkait korelasi
antara sistem pemerintahan dan
sistem kepartaian yang meno-
pangnya. Dengan sistem kepar-
taian yang sangat beragam atau
bahkan ultra plural, maka me-
nyebabkan kinerja pemerintah-
an atau eksekutif cenderung
menjadi tidak efektif. Hal ini
sudah terbukti dari proses pem-
bahasan berbagai rencana kebi-
jakan dan sikap yang diambil
pemerintah terkait masalah atau
isu yang sedang dihadapi. Pe-
merintah mengalami proses pe-
lambatan luar biasa dalam
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mengimplementasikan berbagai
program kerjanya dan seringka-
li dikeluhkan kepada publik.
Meskipun forum konsultasi antar
Pimpinan DPR dan Pimpinan
Fraksi-fraksi telah dilaksanakan
dalam menanggapi berbagai hal-
hal yang penting dibicarakan
antara pihak legislatif dan ek-
sekutif, pada kenyataannya hal
itu bukan berarti otomatis dapat
dilaksanakan oleh pemerintah
secara leluasa.

Belum terjadinya pola hu-
bungan oposisi dan pemegang
kekuasaan secara wajar menim-
bulkan berbagai kejanggalan
atas demokrasi ala presidensial di
Indonesia. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 di Pasal 17 Ayat
(1) menyebutkan bahwa: “Pre-
siden dibantu oleh menteri-men-
teri negara;” Selanjutnya, pada
Ayat (4) dinyatakan bahwa:
“Pembentukan, pengubahan,
dan pembubaran kementerian
negara diatur dalam undang-
undang.” Artinya, di satu sisi
dalam menentukan struktur ke-
menterian yang ada akan meli-
batkan kekuatan-kekuatan poli-
tik di parlemen, meskipun di sisi
lain Presiden memiliki kewe-
nangan prerogatif untuk memi-
lih para personal kabinetnya. Hal
yang harus dicatat bahwa hing-
ga sekarang proses pembahasan
RUU Kementerian Negara masih
belum selesai dilakukan.

Ruang koalisi politik sangat
diwarnai oleh beragam latar be-
lakang politisi partai dalam ka-
binet dalam jumlah yang lebih
besar dibandingkan dengan ka-
langan non partai berdasarkan
profesi tertentu. Mengingat pola
hubungan oposisi-pemegang
kekuasaan masih belum jelas
dalam konfigurasi kepartaian di
Indonesia, maka fundamental
koalisi yang dibangun jelas sa-
ngat bersifat cair. Sehingga sa-
ngat mudah ditemui bahwa ke-
bijakan pemerintah justru ba-
nyak dikritik oleh kalangan par-
tai yang berada dalam barisan
koalisi itu sendiri. Anggapan
bahwa para menterinya yang
sekaligus sebagai pengurus atau
kader partai bersangkutan,
seolah-olah dinilai lebih ditem-
patkan pada konteks individu
bersangkutan dibandingkan
menjadi wakil partai politik asal
dirinya. Celakanya, kebutuhan
koalisi demikian justru diterje-
mahkan pada kelemahan kepe-
mimpinan nasional berhadapan
dengan kepentingan partai poli--
tik. Sebaliknya, muncul dugaan
terkait pertanyaan, apakah ke-
bimbangan yang terjadi atas ke-
bijakan yang diambil pemerin-
tah dalam mengatasi persoalan
sebagai akibat dari kejangggalan
konstruksi politik yang ada atau
justru sebaliknya merupakan
konsekuensi dari personal ke-
pemimpinan nasional itu sendiri?
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Kelemahan kepemimpinan
nasional menjadi krusial ketika
menyadari bahwa proses ka-
derisasi melalui pelaksanaan
fungsi rekrutmen partai politik
- belum berjalan secara optimal
dalam kerangka upaya penyiap-
an para tokoh yang dapat tampil
suatu saat pada konteks kompeti-
si menuju kepemimpinan na-
sional. Dengan konstruksi pola
oposisi-pemegang kekuasaan
yang belum berjalan secara me-
lembaga, maka kelemahan
fungsi rekrutmen partai politik
jelas berdampak kurang meng-
untungkan bagi masa depan
demokrasi. Pengisian para kader
kepemimpinan nasional sering-
kali dilakukan secara instant

atau sekedar mengandalkan

popularitas sesaat dibandingkan
dengan upaya pematangan
dalam menaiki jenjang karier
melalui tingkatan kepengurusan
partai politik. Ironisnya, kele-
mahan ini seringkali dimanfaat-
kan oleh kecurigaan permainan
politik uang (money politics)
dalam rangka penentuan para
kader yang dapat ditampilkan
pada tataran permukaan politik
publik, baik di tingkat nasional
atau bahkan di tingkat lokal
sekalipun.

Infrastruktur partai politik
dalam menjalankan peranan se-
bagai instrumen penggerak
demokrasi belum berjalan secara
proporsional terhadap tuntutan
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peranan sipil terkait dengan pe-
menuhan amanat kedaulatan
rakyat, sehingga kader partai
politik yang berasal dari mantan
petinggi militer masih sangat
mudah ditemui dalam kepengu-
rusan inti partai politik. Dengan
konstruksi ketatanegaraan yang
membuka ruang pada sifat par-
lementer pemerintahan, maka
berbagai kebijakan yang diambil
eksekutif tidak dapat mengabai-
kan pertimbangan, konsultasi,
atau bahkan persetujuan dari
para wakil rakyat di legislatif.
Ketentuan sifat pemerintahan
yang demikian, jelas mencipta-
kan kebutuhan untuk melakukan
koalisi agar berbagai kebijakan
yang dikeluarkan memperoleh
dukungan kuat dari para kekuat-
an politik di parlemen. Meskipun
setelah amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Presiden
dipilih langsung oleh rakyat,
kebutuhan untuk melakukan
koalisi politik sangat dirasakan
pada tataran operasional peme-

rintahan sehari-hari. Ruang ke-

butuhan Presiden yang mau
tidak mau harus memperoleh
dukungan politik di parlemen ini
sejak awal sudah diletakkan
pada tataran awal pencalonan-
nya, yaitu melalui usulan partai
atau gabungan partai.

Sikap politik partai-partai
pendukung pemerintah pun ter-
lihat sangat mudah berubah dan
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bahkan ironisnya justru dapat
mengambil sikap menentang ren-
cana kebijakan yang diambil
oleh pemerintah sendiri. Se-
muanya bergerak dalam ting-
katan politicking yang sangat
tinggi atau setiap saat dapat
berubah secara cepat, padahal
partai-partai tersebut memiliki
kadernya yang duduk di Kabinet.
Paradoks lainnya adalah partai
politik yang memiliki kader yang
duduk di Kabinet tersebut dapat
saja tidak mengakuinya sebagai
wakil dari partai bersangkutan.
Artinya, berbagai anomali poli-
tik dapat terjadi terkait dengan
konfigurasi politik di tingkat sis-
tem politik secara keseluruhan
dan bahkan diawali dari dinami-
ka yang terjadi di tingkat konfi-
gurasi politik di DPR sendiri.
Untuk mengatasi berbagai
paradoks politik ini, tampaknya
langkah-langkah ke arah penye-
derhanaan sistem kepartaian
dalam mendukung sistem politik
nasional agar dapat bergerak se-
cara konstruktif adalah jawaban-
nya. Penyederhaan sistem kepar-
taian dilakukan melalui sistem
pemilu yang dapat mendukung
langkah konsolidasi demokrasi
tersebut. Sehingga, diharapkan
bahwa melalui langkah penye-
derhanaan sistem kepartaian se-
cara konstruktif itu, kehidupan
demokrasi terkait hubungan an-
tar kelembagaan negara dapat
benar-benar secara substansial

menampilkan karakter politik
yang bersifatcheck and balances.

Penutup

Demokrasi yang berkembang
di era reformasi saat ini harus
mampu menjawab kebutuhan
dan sekaligus tuntutan riil rakyat
yang tengah mengalami keterpu-
rukan sebagai akibat krisis eko-
nomi. Makna strategisnya ada-
lah, bagi partai politik, berjalan-
nya waktu telah membuktikan
bahwa ketidakmampuan men-
jawab persoalan riil kehidupan
sehari-harirakyathanya menye-
babkan terjadinya ketidakpuas-
an atas proses demokrasi yang
sudah dijalankan. Tantangan riil
dimaksud adalah menyangkut
kemiskinan, lapangan kerja atau
banyaknya pemutusan hubung-
an kerja (PHK), mahalnya har-
ga atau bahkan langkanya ke-
tersediaan kebutuhan sehari-
hari, dan persoalan riil lainnya,
yang harus segera dijawab oleh
program kerja yang kongkrit
atau bukan sekedar janji kosong
partai atau elitnya semata. Ko-
mitmen atas kemampuan men-
jawab persoalan riil rakyat terse-
but sekaligus merupakan tan-
tangan bagi partai politik terkait
usaha mewujudkan partisipasi-
nya sesuai dengan kerangka poli-
tik berwawasan kebangsaan.

Makna politik wawasan ke-
bangsaan bagi partai politik men-
jadi sebuah fundamental yang
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sangat strategis bagi pengambil-
an langkah-langkah proses kon-
solidasi demokrasi agar dapat
berjalan secara matang. Keber-
hasilan pembentukan funda-
mental tersebut, akan menentu-
kan ke arah mana iklim keterbu-
kaan dan partisipasi yang sedang
berkembang akan digerakkan
agar tetap berada dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia (NKRI) berdasarkan Pan-
casila dan Undang-Undang Ne-
gara Republik Indonesia Tahun
1945.
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